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KATA  PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan 

Kinerja  Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tahun 2022 

dapat kami selesaikan. 

Laporan Kinerja BAPPEDA disusun sesuai dengan amanat 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

Laporan Kinerja BAPPEDA ini merupakan wujud pertanggungjawaban 

atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja  

BAPPEDA berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta 

pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai 

instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di  BAPPEDA.  Kinerja  

BAPPEDA diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai 

indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam 

Perjanjian Kinerja BAPPEDA Tahun 2022. 

 Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan 

Laporan Kinerja BAPPEDA Tahun 2022. 

 

Januari 2023 

KEPALA BADAN PERENCANAAN 
DAN PEMBANGUNAN DAERAH 

 

 

Drs. HADI MULYONO, M.Si. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19661107 198809 1 001 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

Laporan Kinerja BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN 

DAERAH disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. 

Laporan Kinerja  BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH tahun 

2022  merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen 

Rencana Strategis (Renstra) BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN 

DAERAH Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja BADAN 

PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH Tahun 2022 

Tujuan  yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam 

jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi: 

1. Mewujudkan perencanaan, penelitian dan pengembangan yang berkualitas  

 

Capaian Kinerja sasaran tahun 2022 yang merupakan capaian kinerja dari 

pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra BADAN 

PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH tahun 2021-2026, dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

Sasaran 1 : Mewujudkan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah 

yang berkualitas, tepat waktu dan transparan mendapat predikat 

nilai Sangat Memuaskan Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil 

pengukuran 3 (tiga)  indikator sasaran, dengan capaian 3 (tiga) 

indikator dengan capaian Sangat Memuaskan.  

Sasaran  2 : Menyediakan kebutuhan kajian dalam rangka pembangunan 

Jember mendapat predikat nilai Sangat Memuaskan. Hal ini dapat 

dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, 

dengan capaian indikator tergolong Sangat Memuaskan. 

 
Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 
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telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 4 (empat) indikator capaian 

diatas target yaitu dalam kategori Sangat Memuaskan. 

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2022 dilaksanakan 

berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun 

Anggaran 2022 sebesar 98,59% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp 

14.857.164.256 dan Belanja Modal  sebesar 1,41% atau sebesar Rp 212.394.800 

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 

sebesar Rp 11.909.264.668 atau 79,03% dari pagu anggaran. Realisasi sampai 

dengan 31 Desember 2022  yang disampaikan dibawah ini merupakan data 

sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan Ada efisiensi 

dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan 

penyesuaian dengan peraturan yang berlaku serta karena terdapat kekurangan data 

dukung atas beberapa kegiatan sehingga tidak dapat dilaksanakan 

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran 

target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2022 antara lain: 

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan penambahan 

personel yang kompeten sesuai dengan bidang di Bappeda  

2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian dan pengembangan untuk 

dijadikan bahan masukan bagi pengambilan kebijakan dalam proses perencanaan 

pembangunan daerah 

Beberapa rekomendasi perbaikan  dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 

2023 antara lain : 

1. Dilakukan evaluasi terhadap SOTK serta melakukan peningkatan 

kualitas SDM melalui kegiatan pelatihan maupun bimbingan teknis di 

bidang perencanaan. 

2. Hasil kajian/penelitian dan pengembangan menjadi bahan masukan 

bagi pengambilan kebijakan dalam proses perencanaan pembangunan 

daerah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  LATAR BELAKANG 

 

Terselenggaranya Good Governance merupakan persyaratan bagi setiap 

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan 

serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan 

dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur 

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung 

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta 

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut 

sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara 

Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan 

salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu 

asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 

penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk 

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang yang berfungsi antara lain sebagai 

alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan wujud transparansi serta 

pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan 

alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit  di Lingkungan Badan Perencanaan 

dan Pembangunan Daerah   

Kinerja  Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah  diukur atas 

dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator 

keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam 

perjanjian kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah tahun 2022 



 2

 

B.  MAKSUD DAN TUJUAN  

 

Penyusunan  Laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 

dimaksudkan untuk menyampaikan  capaian kinerja Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan 

proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan 

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan 

Daerah adalah  

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder 

atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya 

yang menjadi kewenangan .Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.  

- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja .Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Daerah. dan penyelenggaraan pelayanan 

publik yang lebih baik 

 

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI  DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN 

PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH 

 

Kedudukan, tugas, fungsi  dan susunan organisasi Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah diatur  dalam  Peraturan Bupati Jember Nomor 109 

Tahun 2021 sebagai berikut : 

(1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah merupakan unsur 
pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, 
penelitian dan pengembangan. 

(2) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala 
Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan 
pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang 
menjadi kewenangan daerah Kabupaten. 

(4) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan 
tugasnya mempunyai fungsi: 
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a. penyusunan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan 
Pengembangan; 

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan 
Pengembangan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Perencanaan, 
Penelitian dan Pengembangan; 

d. pelaksanaan administrasi Badan dibidang Perencanaan, Penelitian dan 
Pengembangan; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas 
dan fungsi serta tugas pembantuan. 

 

 (5) Susunan organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah terdiri 

dari:  

a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat : 
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 
d. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan 
e. Kelompok Jabatan Fungsional.  
f. Bidang Ekonomi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; 
g. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM, terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional; 
h. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional; 
i. Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG’s, 

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; 
j. UPTD; dan 
k. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

D. SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PERENCANAAN DAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Daerah  terdiri dari 28 ASN dan 21 Non ASN. 

Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah : 
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Tabel 1.1 
Jumlah ASN  Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 

berdasarkan Jabatan periode  Januari-Desember 2022 
 

No Nama Jabatan Jumlah Keterangan 

1 Kepala Badan 1   

2 Sekretaris Badan 1   

3 Ka.Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 1   

4 Pranata Komputer Ahli Pertama      

5 
Penyusun Kebutuhan Sarana dan 
Prasarana 

    

6 Pengelola Kepegawaian     

7 Pengadministrasi Kepegawaian 1   

8 Pengadministrasi Umum 1   

9 Petugas Keamanan 1   

10 Ka. Sub. Bag. Perencanaan dan Pelaporan 1   

11 
Perencana Ahli Pertama Badan 
Perencanaan dan Pembangunan Daerah  

    

12 
Penyusun Program Anggaran dan 
Pelaporan 

  
  

13 Pengelola bahan Perencanaan     

14 
Pengadministrasi Perencanaan dan 
Program 

    

15 
Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan 
Daerah Ahli Muda / Subkoordinator Bag. 
Keuangan 

  
  

16 
Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli 
Pertama  

1 
  

17 Bendahara 1   

18 Pengelola Keuangan     

19 Pengadministrasi Keuangan 1   
20 Ka.Bid. Ekonomi 1   

21 
Perencana Ahli Muda / Subkoordinator  
Bid. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah, Perdagangan dan Industri 

  

  

22 Analis perencanaan     

23 Pengelola bahan perencanaan     

24 Pengadministrasi Umum     

25 
Perencana Ahli Muda / Perencana Ahli 
Muda /Subkoordinator . Bid. Pertanian dan 
Pangan  

1 

  

26 Analis perencana     

27 Pengelola bahan perencanaan     

28 Pengadministrasi Umum     
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29 
Perencana Ahli Muda /Subkoordinator  
Bid.Pengembangan Investasi, Pariwisata 
dan Kebudayaan 

1 

  

30 Analis perencanaan     

31 Pengelola bahan perencanaan 1   

32 Pengadministrasi Umum     

33 
Ka.Bid. Pemerintahan dan Pembangunan 
SDM 

  
  

34 
Perencana Ahli Muda / Subkoordinator  
Bid. Pembangunan Sumber Daya Manusia 

1 
  

35 Analis perencanaan     

36 Pengelola bahan perencanaan     

37 Pengadministrasi Umum 1   

38 
Perencana Ahli Muda /  Subkoordinator 
Bidang Pemerintahan 

1 
  

39 Analis perencanaan     

40 Pengelola bahan perencanaan     

41 Pengadministrasi Umum 1   

42 
Analis Kebijakan Ahli Muda / 
Subkoordinator  Bidang Kependudukan 

1 
  

43 Analis perencanaan     
44 Pengelola bahan perencanaan     
45 Pengadministrasi Umum     
46 Ka.Bid. Infrastruktur dan Kewilayahan 1   

47 
Perencana Ahli Muda /  Subkoordinator . 
Bid. Lingkungan Hidup dan Sumber Daya 
Air 

  

  
48 Analis perencanaan     
49 Pengelola bahan perencanaan     
50 Pengadministrasi Umum     

51 
Analis Kebijakan Ahli Muda / 
Subkoordinator  Bidang Transportasi 

1 
  

52 Analis perencanaan     
53 Pengelola bahan perencanaan 1   
54 Pengadministrasi Umum     

55 
Perencana Ahli Muda / Subkoordinator  
Bid. Perumahan Pemukiman, Sanitasi dan 
Air Bersih 

1 
  

56 Analis perencanaan     
57 Pengelola bahan perencanaan     
58 Pengadministrasi Umum     

59 
 Ka.Bid. Litbang, Evaluasi Pembangunan 
daerah dan Program SDG's 

1 
  

60 
Perencana Ahli Muda / Subkoordinator . 
Bid. Evaluasi Target Pembangunan 
Daerah 

1 
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61 
Analis Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan 

  
  

62 Pengelola bahan perencanaan     
63 Pengadministrasi Umum 1   

64 
Perencana Ahli Muda / Subkoordinator  
Bid. Data Pembangunan dan Evaluasi 
Program  Sustainable Development Goals 

  

  
65 Analis perencanaan     
66 Pengelola bahan perencanaan     
67 Pengadministrasi Umum     

68 
Perencana Ahli Muda / Subkoordinator  
Bid. Penelitian dan Pengembangan 

1 
  

69 Analisis Penelitian dan Pengembangan     
70 Pengelola bahan perencanaan 1   
71 Pengadministrasi Umum     

Jumlah 28   
 

 
 

Tabel 1.2 
Jumlah ASN  Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah  

berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang 
periode  Januari-Desember 2022 

 

No Pangkat Golongan Jumlah 

1 Pembina Utama Madya IV/d   

2 Pembina Utama Muda IV/c 1 

3 Pembina Tk . I IV/b   

4 Pembina IV/a 3 

5 Penata Tingkat I III/d 12 

6 Penata III/c 2 

7 Penata Muda Tingkat I III/b 2 

8 Penata Muda III/a 2 

9 Pengatur Tingkat I II/d 3 

10 Pengatur II/c 2 

11 
Pengatur Muda Tingkat 
I 

II/b   

12 Pengatur Muda II/a 1 

13 Juru Tingkat I I/d   

14 Juru I/c   

15 Juru Muda Tingkat I I/b   
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Jumlah 28 

 
 

Tabel 1.3 
Jumlah ASN dan Non ASN Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 
berdasarkan Latar Belakang Pendidikan periode Januari-Desember 2022 

 

No Pendidikan Jumlah Keterangan 

1 SD   ASN 

2 SLTP 1 ASN 

3 SMA/STM 7 ASN 

4 D3 1 ASN 

5 S1 13 ASN 

6 S2 6 ASN 

7 SD   Non ASN 

8 SLTP   Non ASN 

9 SMA/STM 5 Non ASN 

10 D3 2 Non ASN 

11 S1 13 Non ASN 

12 S2 1 Non ASN 

Jumlah 49   

 

E. ISU STRATEGIS 

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam 

menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan 

pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan 

sasaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, yaitu: 

1.  SDM Bappeda memiliki kemampuan Pengendalian dan Evaluasi 

(pengambilan data, standarisasi, akurasi, updating dan lengkap) 

dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan 

(botom up dan top down) serta (menilai hasil) realisasi kinerja dan 

keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, 

efisien, dan efektif  

2. SDM Bappeda yang memiliki kemampuan analisis dan teknis 

perencanaan yang baik serta kemampuan koordinasi, komunikasi 

dan asistensi kepada stakeholder perencanaan dengan baik  

3. Bappeda mampu mengalokasikan anggarannya berbasis kinerja 
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(dalam rangka mencapai target-target tercapainya tujuan 

perencanaan) dan membuat kebijakan alokasi anggaran untuk 

proses-proses perencanaan di Perangkat daerah  

4. Bappeda mampu membuat kebijakan tentang pengelolaan data 

pembangunan daerah (pengambilan, standarisasi dan updating) 

dan penggunaan data dalam pengambilan kebijakan mulai level 

Perangkat Daerah  

5. Bappeda mampu memberikan porsi yang adil pada bottom up 

planning dan top down planning untuk dalam rangka meraih 

kepercayaan masyarakat  

6. SDM Bappeda yang memiliki kemampuan mengoperasionalkan dan 

memberikan asistensi Sistem Informasi Perencanaan kepada 

stakeholder perencanaan dengan baik 
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BAB  II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

 

A. RENCANA STRATEGIS 

 

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber 

daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara 

keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab 

tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan 

dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat 

dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan 

mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi. 

Rencana strategis Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah  

merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan 

visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026  

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember , 

penyusunan Rencana Stategis Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 

mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke 2 dan tujuan yaitu  

1) Misi ke-2:  

Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, 

Legislatif, Masyarakat, Dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya 

2) Tujuan:  

Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan 

Pengembangan Pembangunan Daerah. 

3) Sasaran Strategis Kabupaten: 

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, 

menengah, dan/atau tahunan yang akurat dan tepat waktu. 

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target 

jangka menegah dan tahunan Badan Perencanaan dan Pembangunan 
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Daerah  sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Badan Perencanaan 

dan Pembangunan Daerah  Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut 

: 
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MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS  Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah  TAHUN 2021-2026 

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan 

Pengembangan Pembangunan Daerah 

Indikator Tujuan :  

 Persentase jumlah program di RKPD yang sesuai dengan RPJMD 
 Persentase hasil penelitian/kajian yang ditindaklanjuti sebagai bahan 

penyusun kebijakan 
 

Sasaran 
Indikator 

Sasaran 

Target Kinerja Sasaran pada Tahun 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Mewujudkan 
Perencanaan 
dan Evaluasi 
Pembangunan 
Daerah yang 
berkualitas, 
tepat waktu dan 
transparan 

 Persentase 
Perangkat 
Daerah yang 
memiliki 
dokumen 
perencanaan 
yang sesuai 
pedoman 

 Persentase 
dokumen 
perencanaan 
yang 
dipublikasikan 

 Persentase 
Perangkat 
Daerah yang 
berkinerja baik 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Menyediakan 
kebutuhan 
kajian dalam 
rangka 
pembangunan 
Jember 

Persentase hasil 
penelitian/kajian 
yang 
ditindaklanjuti 
sebagai bahan 
penyusun 
kebijakan 

70% 71% 72% 73% 74% 75% 

Sumber data : Tabel VII-1 pada Rencana Strategis Badan Perencanaan dan 
Pembangunan Daerah tahun 2021-2026  
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B.  RENCANA KINERJA TAHUNAN  (RKT) TAHUN 2022 

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja 

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ 

sub kegiatan di tahun 2022. 

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang 

ingin dicapai pada tahun 2022, indikator kinerja sasaran, dan target 

sasarannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana 

capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah 

sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah . Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur. 

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program,  Indikator 

Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target 

sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 

sebagaimana terlampir.  

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Daerah  adalah sebagai berikut : 
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C.  INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang 

menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat 

(core business) yang diemban. 

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Daerah  Nomor 065/002.1/411/2022 Tahun 

2022: 

Kinerja 
Utama/ 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 
Utama 

Penjelasan / Formulasi 
Penghitungan 

Sumber 
Data 

Penanggung 
Jawab 

1 2 3 4 5 
Mewujudka
n 
Perencanaan 
dan 
Evaluasi 
Pembangun
an 
Daerah yang 
berkualitas, 
tepat 
waktu dan 
transparan 

Persentase 
Perangkat 
Daerah 
yang 
memiliki 
dokumen 
perencanaan 
yang 
sesuai 
pedoman 

 
Jumlah Dokumen perencanaan yang sesuai pedoman

Total Dokumen perencanaan 
 𝑥 100% 

 
 
Kriteria yang sesuai 
dengan Permendagri No. 
86 Tahun 2017 

BAPPED
A 

- Bidang 
Infrastruktu
r dan 
Wilayah; 

- Bidang 
Ekonomi; 

- Bidang 
Litbang, 
Evaluasi 
Pembangun
an Daerah 
dan 
Program 
SDG’S;  

 Persentase 
dokumen 
perencanaan 
yang 
dipublikasik
an 

Jumlah Dokumen perencanaan yang Dipublikasikan

Total Dokumen perencanaan 
 𝑥 100% BAPPED

A 
- Bidang 

Litbang, 
Evaluasi 
Pembangun
an Daerah 
dan 
Program 
SDG’S 
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 Persentase 
Perangkat 
Daerah 
yang 
berkinerja 
baik 

 
Jumlah Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik

Total Perangkat Daerah
 𝑥 100% 

 
 

BAPPED
A 

- Bidang 
Infrastruktu
r dan 
Wilayah; 

- Bidang 
Ekonomi; 

- Bidang 
Litbang, 
Evaluasi 
Pembangun
an Daerah 
dan 
Program 
SDG’S; 
Bidang 
Pemerintah
an dan 
Pembangun
an SDM. 

Menyediaka
n 
kebutuhan 
kajian 
dalam 
rangka 
pembanguna
n Jember 

Persentase 
hasil 
penelitian/k
ajian yang 
ditindaklanj
uti sebagai 
bahan 
penyusun 

kebijakan 

 
Jumlah Dokumen Hasil Penilitian Kajian yang ditindaklanjuti 

sebagai bahan penyusun kajian 

Total Seluruh Hasil Dokumen Penilitian/Kajian
 𝑥 100% 

BAPPED
A 

Bidang 
Litbang, 
Evaluasi 

Pembanguna
n Daerah dan 

Program 
SDG’S 

 

D. PERJANJIAN  KINERJA TAHUN 2022 

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih 

tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja 

menyajikan indicator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja 

Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang 

ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir)  

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah Tahun 2022 dicantumkan  sasaran-sasaran strategis 

dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama 

serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja 

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah tahun 2022 telah 

memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana 
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Strategis Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah tahun 2021-

2026 

NO SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. 

Mewujudkan 
Perencanaan dan 
Evaluasi 
Pembangunan Daerah 
yang berkualitas, tepat 
waktu dan transparan 

Persentase Perangkat 
Daerah yang memiliki 
dokumen Perencanaan yang 
sesuai pedoman 

100 % 

Persentase dokumen 
perencanaan yang 
dipublikasikan 

100 % 

Persentase Perangkat 
Daerah yang berkinerja baik 

91 % 

2. 

Menyediakan 
kebutuhan kajian 
dalam rangka 
pembangunan Jember 

Persentase hasil 
penelitian/kajian yang 
ditindaklanjuti sebagai bahan 
penyusun kebijakan 

71 % 

 

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Perencanaan 

dan Pembangunan Daerah didukung dengan anggaran program Program 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program 

Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program 

Penelitian Dan Pengembangan Daerah dan Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2022 sebesar Rp. 13.452.925.403 

(Tiga Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh 

Lima Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah) 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022  

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

dan kegagalan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam 

merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi 

dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Daerah menggunakan ketentuan sebagai berikut: 

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal 

dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja  

sebagai berikut : 

No Kategori Nilai Interpretasi 

1. AA  90 - 100 Sangat Memuaskan 

2. A  80 - 90 Memuaskan 

3. BB  70 - 80 Sangat Baik 

4. B  60 - 70 Baik 

5. CC  50 - 60 Cukup (mamadai) 

6. C  30 - 50 Kurang 

7. D  0 - 30 Sangat Kurang 

 

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 

100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja 

sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian 

kinerja 0. 

3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah : 

a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progress positif, yaitu 

semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau 
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semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, 

maka capaian kinerjanya menggunakan rumus : 

Capaian Kinerja = Realisasi x 100 

  Target   

b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progress negative, 

yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah 

kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin 

tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus : 

    Capaian Kinerja = Target -  (Realisasi-Target) x 100 

  Target   

 
B. CAPAIAN KINERJA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN 

DAERAH  
B.1 ANALISA REALISASI KINERJA 
 
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah telah melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan 

dalam Renstra Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah tahun 2021-

2026. Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan 

misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 Tujuan, 2 sasaran dan 4 indicator sasaran. 

Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2022. 
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Tabel 3.1 
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2022 

 
NO. 

 
SASARAN STRATEGIS 

        

INDIKATOR SASARAN 
TARGET REALISASI CAPAIAN 

2022 2022 2022 
        

1 2 3 4 5 6 

1 

Mewujudkan 
Perencanaan dan 
Evaluasi 
Pembangunan 
Daerah yang 
berkualitas, tepat 
waktu dan transparan 

Persentase Perangkat 
Daerah yang memiliki 
dokumen 
Perencanaan yang 
sesuai pedoman 

100% 100% 100% 

Persentase dokumen 
perencanaan yang 
dipublikasikan 

100% 100% 100% 

Persentase Perangkat 
Daerah yang 
berkinerja baik 

91% 93,02% 102,2% 

2 

Menyediakan 
kebutuhan kajian 
dalam rangka 
pembangunan 
Jember 

Persentase hasil 
penelitian/kajian yang 
ditindaklanjuti 
sebagai bahan 
penyusun kebijakan 

71% 71% 100% 

Sumber Data: Data LKPJ 
 

 
Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian sasaran strategis yang pertama yaitu 

Mewujudkan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang 

berkualitas, tepat waktu dan transparan memiliki rata-rata 100% dan dapat 

dikategorikan dengan sangat memuaskan. Sedangkan untuk sasaran strategis 

kedua yaitu Menyediakan kebutuhan kajian dalam rangka pembangunan 

Jember juga memiliki rata-rata 100% sehingga dapat disimpulkan bahwa dapat 

dikategorikan sangat memuaskan.  

 

Dengan demikian maka  secara umum Badan Perencanaan dan Pembangunan 

Daerah  telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Perencanaan 

dan Pembangunan Daerah secara baik dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Daerah  tahun 2021 -2026. 
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Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga 

dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja 

tahun 2022 dengan tahun sebelumnya 

 
Tabel 3.2 

Perbandingan   
  

SASARAN 
STRATEGIS 

 INDIKATOR 
SASARAN 

TARGET REALISASI 
 2021 2022 2021 2022 

(2)  (
3

 (4) (5) (6) 
Menyediakan Data 
yang berkualitas 

Persentase Data 
yang telah 
memenuhi standar  

60 %    

Melaksanakan Proses 
Perencanaan yang 
berkualitas  

Persentase OPD 
yang memiliki 
Dokumen 
Perencanaan yang 
berkualitas baik 

100 %  100 %  

Melaksanakan 
Pengendalian, 
Monitoring dan 
Evaluasi Perencanaan  
yang berkualitas 

Persentase Indikator 
Kinerja Daerah yang 
mencapai target 90 %    

Menyediakan 
kebutuhan kajian 
dalam rangka 
pembangunan 
Kabupaten Jember 

Persentase hasil 
penelitian/kajian 
yang ditindak lanjuti 
sebagai bahan 
penyusunan 
kebijakan 

100 %    

Mewujudkan 
Perencanaan dan 
Evaluasi 
Pembangunan Daerah 
yang berkualitas, tepat 
waktu dan transpara 

Persentase 
Perangkat Daerah 
yang memiliki 
dokumen 
Perencanaan yang 
sesuai pedoman 

 100% 100 % 100% 

Persentase 
dokumen 
perencanaan yang 
dipublikasikan 

 100% 100 % 100% 

Persentase 
Perangkat Daerah 
yang berkinerja baik 

 91% 90 % 93,02% 

Menyediakan 
kebutuhan kajian 
dalam rangka 
pembangunan Jember 

Persentase hasil 
penelitian/kajian 
yang ditindaklanjuti 
sebagai bahan 
penyusun kebijakan 

 71% 100 % 71% 

 
Sumber Data: PK 2021 - 2022  
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Tabel 3.3 
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Kondisi Yang 

Harus Dicapai Pada Tahun 2022 berdasarkan target pada Rencana 
Strategis 

  

 
NO. 

 
SASARAN 

STRATEGIS 

 
INDIKATOR SASARAN 

 

TARGET 
JANGKA 

MENENGAH 
PADA 

RENSTRA 
2026 

 
REALISASI 
Th. 2022 

CAPAIAN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 Mewujudkan 

Perencanaan dan 
Evaluasi 
Pembangunan 
Daerah yang 
berkualitas, tepat 
waktu dan 
transparan 

Persentase Perangkat 
Daerah yang memiliki 
dokumen Perencanaan 
yang sesuai pedoman 

100% 100% 100% 

 Persentase dokumen 
perencanaan yang 
dipublikasikan 

100% 100% 100% 

 Persentase Perangkat 
Daerah yang berkinerja 
baik 

95% 93,02% 97,91% 

 Menyediakan 
kebutuhan kajian 
dalam rangka 
pembangunan 
Jember 

Persentase hasil 
penelitian/kajian yang 
ditindaklanjuti sebagai 
bahan penyusun 
kebijakan 

75% 71% 94,66% 

Sumber Data: PK 2022 dan Renstra BAPPEDA 2021-2026  
 

Dari tabel 3.1 s/d 3.3, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2022 dengan 

tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Sasaran  Strategis 1 : Mewujudkan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah yang berkualitas, tepat waktu dan transparan 

 Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen Perencanaan 

yang sesuai pedoman 

Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2022 yaitu 100% 

telah tercapai sesuai target  dengan kategori SANGAT MEMUASKAN. Data  

capaian tahun lalu juga menunjukkan capaian yang sama 100% yaitu 

sejumlah 72 Perangkat Daerah telah memiliki dokumen perencanaan 

(Renstra, Renja, RKA dan DPA) yang sesuai. Begitu pula jika dibandingkan 

dengan target jangka menengah  (table 3.3), maka target pada akhir periode 

renstra (tahun 2026) tercapai pada tahun ke-2 periode renstra.  Sedangkan 
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dari table 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional 

untuk indicator kinerja di bappeda 

 Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan 

Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2022 yaitu 100% 

telah tercapai sesuai target  dengan kategori SANGAT MEMUASKAN yaitu 

dengan telah dilakukannya publikasi dokumen perencanaan perangkat daerah 

baik itu melalui website perangkat daerah ataupun website pelaporan kinerja 

perangkat daerah. Sedangkan pada tahun lalu tidak memunculkan indikator 

atas publikasi dokumen perencanaan, namun secara kegiatan telah 

dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah. Sehingga jika dibandingkan 

maka akan memperoleh capaian yang sama 100% yaitu sejumlah 72 

Perangkat Daerah telah melakukan publikasi atas dokumen perencanaan. 

Begitu pula jika dibandingkan dengan target jangka menengah  (table 3.3), 

maka target pada akhir periode renstra (tahun 2026) tercapai pada tahun ke-

2 periode renstra.  Sedangkan dari table 3.4 tidak dapat disimpulkan karena 

tidak ada standar nasional untuk indicator kinerja di bappeda 

 Persentase Perangkat Daerah yang berkinerja baik 

Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2022 yaitu 97,91% 

telah tercapai sesuai target  dengan kategori SANGAT MEMUASKAN. Data  

capaian tahun lalu juga menunjukkan capaian yang sama 100% yaitu 

sejumlah 72 Perangkat Daerah telah memiliki dokumen perencanaan 

(Renstra, Renja, RKA dan DPA) yang sesuai. Begitu pula jika dibandingkan 

dengan target jangka menengah  (table 3.3), maka target pada akhir periode 

renstra (tahun 2026) tercapai pada tahun ke-2 periode renstra.  Sedangkan 

dari table 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional 

untuk indicator kinerja di bappeda 

 

Sasaran Strategis 2 : Menyediakan kebutuhan kajian dalam rangka 

pembangunan Jember 

 Persentase hasil penelitian/kajian yang ditindaklanjuti sebagai bahan 

penyusun kebijakan 

Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2022 yaitu 71% atau 

100%  tercapai dari target capaian dengan kategori SANGAT MEMUASKAN. 
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Data ini belum dapat dibandingkan dengan realisasi pada tahun lalu karena 

perbedaan data laporan kinerja, namun secara kegiatan pada tahun lalu 

memiliki target capaian 100%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target 

jangka menengah  (table 3.3), maka target pada akhir periode renstra (tahun 

2026) capaian pada tahun ke-2 periode renstra maka capaian pada tahun 

2022 sebesar 71% di bawah target capaian Renstra yaitu sebesar 75%.  

Sedangkan dari table 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar 

nasional untuk indicator kinerja di bappeda 

 
 
 
B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN 
 
Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indicator kinerja dalam rangka 

pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut : 

Table 3.5 
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2022 

 

Sasaran/ Indikator 
Sasaran 

% 
Capaian 

Predikat 
 

Sangat 
Memuaska
n 

Memuas
kan 

Sanga
t Baik  

Bai
k 

Cuku
p 

Kuran
g 

Sangat 
Kuran
g 

Sasaran 1 Mewujudkan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang 
berkualitas, tepat waktu dan transparan 
Indikator 1.1 
Persentase 
Perangkat Daerah 
yang memiliki 
dokumen 
Perencanaan 
yang sesuai 
pedoman 

100% V 

      

Indicator 1.2 
Persentase 
dokumen 
perencanaan 
yang 
dipublikasikan 

100% V 

      

Indicator 1.3 
Persentase 
Perangkat Daerah 
yang berkinerja 
baik 

93,02
% 

V 

      

Rata rata capaian  100 % V       
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Sasaran 2 Menyediakan kebutuhan kajian dalam rangka pembangunan Jember 
Indikator 2.1 
Persentase hasil 
penelitian/kajian 
yang 
ditindaklanjuti 
sebagai bahan 
penyusun 
kebijakan 

71% V 

      

Rata rata capaian  100 % V       
 
Dari table 3. diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 

2022, secara umum realisasi kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan 

Daerah  dalam kategori Sangat Memuaskan  

 

Sasaran Strategis 1 : Mewujudkan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah yang berkualitas, tepat waktu dan transparan. Dengan indikator :  

a. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen Perencanaan 

yang sesuai pedoman. Capaian atas indikator 100% yaitu seluruh 

OPD telah memiliki dokumen perencanaan berupa Renstra, Renja, 

RKA dan DPA. Bappeda telah membuat jadwal atas setiap 

penyusuna dokumen perencanaan serta melakukan sosialisasi dan 

pendampingan sehingga seluruh dokumen perencanaan tersusun 

tepat waktu oleh seluruh perangkat daerah. 

b.  Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan. Capaian atas 

indikator ini sebesar 100% sesuai target, hal ini dapat tercapai atas 

sinergi seluruh perangkat daerah yang juga untuk pemenuhan atas 

keterbukaan publik terhadap data pemerintahan. Dimana Dinas 

Kominfo dan Bagian Organisasi juga memiliki andil terhadap 

publikasi data perangkat daerah. 

c.  Persentase Perangkat Daerah yang berkinerja baik. Capaian atas 

indikator ini sebesar 93,02% atau 102% dari target. Pengukuran 

indikator ini secara sistematis melalui aplikasi SIPPD yang menjadi 

salah satu tugas dari Bappeda untuk melakukan kontrol. Kedepannya 

akan dilakukan koordinasi lebih intens dengan seluruh perangkat 

daerah agar capaian indikator ini dapat lebih baik lagi. 
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Sasaran Strategis 2 Menyediakan kebutuhan kajian dalam rangka 

pembangunan Jember dengan indikator Persentase hasil penelitian/kajian yang 

ditindaklanjuti sebagai bahan penyusun kebijakan. Capaian atas indikator ini 

sebesar 71% atau 100% dari target. capaian indikator ini seharusnya dapat 

ditingkatkan apabila seluruh kajian yang ajukan perangkat daerah dan disusun 

Bappeda linier terhadap Renstra masing-masing perangkat daerah. Sehingga 

setiap kajian yang disusun dapat seluruhnya menjadi bahan penyusunan 

kebijakan dari perangkat daerah terkait. Kedepannya akan dilakukan 

sinkronisasi atas kajian dan Renstra perangkat daerah 

 
 
 
B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG 
MENDUKUNG SASARAN 
 
Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah . pada tahun 2022 didukung 4 (empat) Program 15 

(lima belas) Kegiatan dan 45 (empat puluh lima) Sub Kegiatan, dengan uraian 

capaian sebagaimana tabel berikut :  

 
 

Tabel 3.6 
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung 

Sasaran Badan Perencanaan dan Pembangunan 
Daerah  tahun 2022 

 
Sasaran Strategis 1 : Mewujudkan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah 

yang berkualitas, tepat waktu dan transparan 

No 
Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan Target Capaian % 

1. 
Program : Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

   

 
Kegiatan  :  Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

   

1.1 
Sub Kegiatan :  Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 
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 Input : Jumlah Pendanaan (Rp) 33.637.418 29.004.600 86,2% 

 
Output :  Jumlah dokumen 
perencanaan Bappeda yang 
disusun sesuai pedoman 

1 Dokumen 1 Dokumen 100% 

1.2 
Sub Kegiatan :  Koordinasi dan 
Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD 

   

 Input :  Jumlah Pendanaan 
(Rp) 73.318.290 28.594.000 39,0% 

 Output :  Jumlah dokumen RKA 
Bappeda yang disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 

1.3 Sub Kegiatan :  Koordinasi dan 
Penyusunan DPASKPD 

   

 Input :  Jumlah Pendanaan 
(Rp) 11.045.100 0 0% 

 Output :  Jumlah dokumen DPA 
Bappeda yang disusun 0 0 0% 

1.4 

Sub Kegiatan :   Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

   

 Input :  Jumlah Pendanaan 

(Rp) 
2.028.400 2.013.000 99,2% 

 Output :  Jumlah dokumen 
capaian kinerja Bappeda 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 

2. 
Program : Perencanaan, 
Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah 

   

2.1 Kegiatan Penyusunan 
Perencanaan dan Pendanaan 1.278.847.371 1.023.428.359 80,03% 

2.1.1 
Sub Kegiatan: Analisis Kondisi 
Daerah, Permasalahan, dan Isu 
Strategis Pembangunan Daerah 

   

 Input : Jumlah Pendanaan (Rp) 5.400.000 5.400.000 100% 

 Output :  Persentase rencana 
FGD yang telah dilaksanakan 

100% 100% 100% 

2.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan 
Konsultasi Publik    

 Input : Jumlah Pendanaan (Rp) 53.219.984 35.266.050 66,26% 

 
Output :  Jumlah dokumen 
hasil pelaksanaan Konsultasi 
Publik 

1 Dokumen 1 Dokumen 100% 

2.1.3 
Sub Kegiatan Koordinasi 
Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas 
SKPD 

   

 Input : Jumlah Pendanaan (Rp) 88.462.950 67.159.050 75,92% 

 Output :  Jumlah dokumen 
hasil Forum SKPD/Lintas SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 
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2.1.4 Sub Kegiatan Pelaksanaan 
Musrenbang Kabupaten/Kota    

 Input : Jumlah Pendanaan (Rp) 325.745.187 251.334.000 77,16% 

 
Output :  Jumlah dokumen 
hasil pelaksanaan Musrenbang 
Kbupaten/Kota 

1 Dokumen 1 Dokumen 100% 

2.1.5 
Sub Kegiatan Penyiapan Bahan 
Koordinasi Musrenbang 
Kecamatan 

   

 Input : Jumlah Pendanaan (Rp) 66.776.500 58.373.000 87,42% 

 
Output :  Jumlah dokumen 
pelasksanaan Musrenbang 
Kecamatan 

31 Dokumen 31 Dokumen 100% 

2.1.6 

Sub Kegiatan Koordinasi 
Penyusunan dan Penetapan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Kabupaten/Kota 

   

 Input : Jumlah Pendanaan (Rp) 739.242.750 605.896.259 81,96% 

 
Output :   Jumlah rancangan 
KUA/PPAS APBD/Perubahan 
APBD yang dihasilkan 

4 Dokumen 4 Dokumen 100% 

 

Output :   Persentase 
kesesuaian tahapan 
penyusunan RKPD/Perubahan 
RKPD terhadap pedoman 

100% 100% 100% 

 

Output :   Persentase 
kesesuaian tahapan 
penyusunan RPJMD Kabupaten 
Jember terhadap pedoman 

100% 100% 100% 

2.2 

Kegiatan Analisis Data dan 
Informasi Pemerintahan Daerah 
Bidang Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

   

2.2.1 
Sub Kegiatan Analisis Data dan 
Informasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

   

 Input : Jumlah Pendanaan (Rp) 66.566.450 42.850.725 64,37% 

 
Output :   Persentase PD yang 
telah memiliki data SIPD 
lengkap dan update 

100% 100% 100% 

2.2.2 
Sub Kegiatan Penyusunan Profil 
Pembangunan Daerah 
Kabupaten/Kota 

   

 Input : Jumlah Pendanaan (Rp) 147.603.140 142.896.000 96,81% 

 Output :  Jumlah buku profil 
daerah yang disusun 

150 Buku 150 Buku 100% 

2.3 Kegiatan Pengendalian,    
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Evaluasi dan Pelaporan Bidang 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

2.3.1 

Sub Kegiatan Monitoring, 
Evaluasi dan Penyusunan 
Laporan Berkala Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah 

   

 Input : Jumlah Pendanaan (Rp) 595.503.730 466.597.679 78,35% 

 Output :  Jumlah dokumen 
Laporan Monitoring SDG''''s  

20 Buku 20 Buku 100% 

 
Output :  Persentase Laporan 
Pemerintah Daerah dan/atau 
atasan yang difasilitas 

100% 100% 100% 

 

Output :  Persentase PD yang 
telah melakukan pelaporan 
pengendalian dan evaluasi 
sesuai pedoman 

100% 100% 100% 

 
Output :  Persentase PD yang 
telah menyusun dan 
mengumpulkan LKPJ PD 

100% 100% 100% 

3 
Program : Koordinasi Dan 
Sinkronisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

   

3.1 
Kegiatan Koordinasi 
Perencanaan Bidang 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 

   

3.1.1 

Sub Kegiatan Pelaksanaan 
Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Pemerintahan 

   

 Input : Jumlah Pendanaan (Rp) 124.934.530 44.003.600 35,22% 

 Output :  Jumlah PD mitra 
bidang pemerintahan yang di 
Monitoring dan evaluasi dalam 
rangka pencapaian target 
pembangunan 

14 PD 14 PD 100% 

3.1.2 

Sub Kegiatan Koordinasi 
Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Pemerintahan 

   

 Input : Jumlah Pendanaan (Rp) 392.832.216 334.617.950 85,18% 

 

Output :  Persentase kebijakan 
pemerintah atasan Bidang 
Pemerintahan yang difasilitasi 
dalam rangka pencapaian 
target pembangunan 

100% 100% 100% 
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3.1.3 

Sub Kegiatan Pelaksanaan 
Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

   

 Input : Jumlah Pendanaan (Rp) 133.859.700 50.679.700 37,86% 

 

Output :  Jumlah PD mitra 
bidang kependudukan yang di 
Monitoring dan evaluasi dalam 
rangka pencapaian target 
pembangunan 

4 PD 4 PD 100% 

3.1.4 

Sub Kegiatan Koordinasi 
Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

   

 Input : Jumlah Pendanaan (Rp) 430.037.535 304.329.050 70,77% 

 

Output :  Persentase kebijakan 
pemerintah atasan Bidang 
kependudukan yang difasilitasi 
dalam rangka pencapaian 
target pembangunan 

100% 100% 100% 

 

Output :   Persentase kebijakan 
pemerintah atasan Bidang 
pembangunan Manusia yang 
difasilitasi dalam rangka rangka 
pencapaian target 
pembangunan 

100% 100% 100% 

3.2 
Kegiatan Koordinasi 
Perencanaan Bidang 
Perekonomian dan SDA 
(Sumber Daya Alam) 

   

3.2.1 

Sub Kegiatan Pelaksanaan 
Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Perekonomian 

   

 Input : Jumlah Pendanaan (Rp) 103.132.125 60.046.700 58,22% 

 

Output :   Jumlah perangkat 
daerah Bidang Koperasi, Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah, 
Perdagangan dan Industri yang 
dimonitoring dan evaluasi 
dalam rangka pencapaian 
target pembangunan 

5 PD 5 PD 100% 

 
Jumlah perangkat daerah 
Bidang Pengembangan 
Investasi, Pariwisata dan 

5 PD 5 PD 100% 
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Kebudayaan yang dimonitoring 
dan evaluasi dalam rangka 
pencapaian target 
pembangunan 

3.2.2 

Sub Kegiatan Koordinasi 
Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Perekonomian 

   

 Input : Jumlah Pendanaan (Rp) 838.840.435 695.209.290 82,88% 

 

Output :  Kebijakan Pemerintah 
Atasan Bidang Industri, 
Perdagangan, Koperasi dan 
Pengembangan Dunia Usaha 
yang Difasilitasi Dalam Rangka 
Pencapaian Target 
Pembangunan 

100% 100% 100% 

 

Output :  Kebijakan Pemerintah 
Atasan Bidang Pengembangan 
Investasi, Pariwisata dan 
Kebudayaan yang Difasilitasi 
Dalam Rangka Pencapaian 
Target Pembangunan 

100% 100% 100% 

3.2.3 

Sub Kegiatan Pelaksanaan 
Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang SDA 

   

 Input : Jumlah Pendanaan (Rp) 96.477.918 30.811.250 31,94% 

 Output :  Jumlah Perangkat 
Daerah Bidang Pertanian dan 
Pangan yang Telah 
Dimonitoring dan Evaluasi 
Dalam Rangka Pencapaian 
Target Pembangunan 

3 PD 3 PD 100% 

3.2.4 

Sub Kegiatan Koordinasi 
Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
SDA 

   

 Input : Jumlah Pendanaan (Rp) 187.994.640 103.499.960 55,05% 

 

Output :  Kebijakan Pemerintah 
Atasan Bidang Pertanian dan 
Pangan yang Difasilitasi Dalam 
Rangka Pencapaian Target 
Pembangunan 

100% 100% 100% 

3.3 
Kegiatan Koordinasi 
Perencanaan Bidang 
Infrastruktur dan Kewilayahan 
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3.3.1 

Sub Kegiatan Asistensi 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Infrastruktur 

   

 Input : Jumlah Pendanaan (Rp) 287.359.290 74.182.168 25,82% 

 
Output :  Jumlah Daerah Irigasi 
atau DI yang Mendapatkan 
Pemberdayaan GHIPPA 

9 DI 9 DI 100% 

3.3.2 

Sub Kegiatan Pelaksanaan 
Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Infrastruktur 

   

 Input : Jumlah Pendanaan (Rp) 121.309.640 29.060.800 23,96% 

 

Output :  umlah Perangkat 
Daerah bidang perumahan 
permukiman, sanitasi dan air 
bersih dan transportasi yang di 
Monitoring dan evaluasi dalam 
rangka pencapaian target 
pembangunan 

3 PD 3 PD 100% 

3.3.3 

Sub Kegiatan Koordinasi 
Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Infrastruktur 

   

 Input : Jumlah Pendanaan (Rp) 342.668.320 239.304.664 69,84% 

 

Output :  Persentase kebijakan 
pemerintah atasan bidang 
perumahan permukiman, 
sanitasi dan & bersih yang 
difasilitasi dalam rangka 
pencapaian target 
pembangunan 

100% 100% 100% 

3.3.4 

Sub Kegiatan Pelaksanaan 
Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Kewilayahan 

   

 Input : Jumlah Pendanaan (Rp) 96.620.180 50.316.600 52,08% 

 

Output :  Jumlah PD bidang 
lingkungan hidup dan 
sumberdaya alam yang di 
Monitoring dan evaluasi dalam 
rangka pencapaian target 
pembangunan 

2 PD 2 PD 100% 
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FOTO SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN 
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.5 

Sub Kegiatan Koordinasi 
Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Kewilayahan 

   

 Input : Jumlah Pendanaan (Rp) 236.457.520 177.740.199 75,17% 

 Output :  Persentase kebijakan 
pemerintah atasan bidang 
lingkungan hidup dan 
sumberdaya alam yang 
difasilitasi dalam rangka 
pencapaian target 
pembangunan 

100% 100% 100% 
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FOTO SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DAN 

PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

 

 
 

FOTO SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING 

DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN 

MANUSIA 
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FOTO SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN 

SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 

 

 
 

FOTO SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING 

DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN 

MANUSIA 
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FOTO SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN 

SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN  

PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN 

  

 
 

FOTO SUB KEGIATAN ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAG BIDANG 

INFRASTRUKTUR 
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FOTO SUB KEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI 

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT 

DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN 
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FOTO SUB KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN 

HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG 

PEREKONOMIAN 

 

 
Sasaran Strategis 2: Menyediakan kebutuhan kajian dalam rangka pembangunan 

Jember 

No Program/ Kegiatan/ Sub 
Kegiatan Target Capaian % 

1. Program : PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN DAERAH 

   

1.1 
Kegiatan Penelitian dan 
Pengembangan Bidang Sosial dan 
Kependudukan 

   

1.1.1 
Sub Kegiatan Penelitian dan 
Pengembangan Partisipasi 
Masyarakat 

   

 Input : Jumlah Pendanaan (Rp) 477.160.000 370.714.100 77,69% 

 
Output :Persentase Rencana 
Kajian Partisipasi Masyarakat 
yang dilaksanakan 

100% 100% 100% 

1.2 
Kegiatan Penelitian dan 
Pengembangan Bidang Ekonomi 
dan Pembangunan 

   

1.2.1 
Sub Kegiatan Penelitian dan 
Pengembangan Badan Usaha 
Milik Daerah 
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FOTO SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

 Input : Jumlah Pendanaan (Rp) 407.944.573 - 0,00% 

 
Output : Persentase Rencana 
Kajian Badan Usaha Milik 
Daerah yang dilaksanakan 

- - - 

1.2.2 Sub Kegiatan Penelitian dan 
Pengembangan Lingkungan Hidup    

 Input : Jumlah Pendanaan (Rp) 389.466.540 380.359.100 97,66% 

 
Output : Persentase Rencana 
Kajian Lingkungan Hidup yang 
dilaksanakan 

100% 100% 100% 

1.2.3 
Sub Kegiatan Penelitian dan 
Pengembangan Penataan Ruang 
dan Pertanahan 

   

 Input : Jumlah Pendanaan (Rp) 342.062.540 333.538.000 97,51% 

 
Output : Persentase Rencana 
Kajian Penataan Ruang dan 
Pertanahan yang dilaksanakan 

100% 100% 100% 
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B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA 
 
Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran 

strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber 

daya yang dimiliki Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah adalah 

sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen 

Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam 

rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi 

Tabel 3.7 

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Sasaran 
% 

Capaian 
Kinerja 

% 
Serapan 

Anggaran 
Tingkat Efisiensi 

Mewujudkan Perencanaan 
dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah yang berkualitas, 
tepat waktu dan transparan 

99% 

79,03% Efisien 
Menyediakan kebutuhan 
kajian dalam rangka 
pembangunan Jember 

94,66% 

 
Sumberdaya Manusia Badan Perencanaan dan Pembangunan 

Daerah  berjumlah 49 orang dengan rincian 8 pejabat struktural dan 41 

pelaksana. Pelaksanaan kegiatan dalan rangka menjalankan tugas pokok 

dan fungsi dibidang perencanaan daerah  didukung  anggaran     sebesar 

Rp. 15.069.559.056,- dan terserap sebesar Rp. 11.909.264.668,- 

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran 

strategis dalam rangka rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Daerah  dengan rata- rata capaian 

79,03%. 

 
 

C. REALISASI ANGGARAN 
 
Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah pada tahun anggaran 2022 didukung dengan anggaran 
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sebesar Rp.15.069.559.056 Anggaran tersebut bersumber dari APBD 

Kabupaten Jember.  

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja 

Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut : 

1. Belanja Operasional sebesar Rp 14.857.164.256 

2. Belanja Modal sebesar Rp 212.394.800 

 

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 4 (empat) program 

dan 15 (lima belas)  kegiatan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 

dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra 

dengan realisasi per program sebagai berikut : 

Tabel 3.8 
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2022 

 
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 
PAGU REALISASI % 

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota 

7.971.880.663   

1 
Kegiatan:Perencanaan,Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

120.029.208 59.611.600 49,66% 

 
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

33.637.418 29.004.600 86,2% 

 
Sub Kegiatan Koordinasi dan 
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

73.318.290 28.594.000 39,0% 

 
Sub Kegiatan Koordinasi dan 
Penyusunan DPASKPD 

11.045.100 0 0% 

 
Sub Kegiatan Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

2.028.400 2.013.000 99,2% 

2 
Kegiatan : Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

5.408.199.057 4.840.282.110 89,50% 

 
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

5.069.559.057 2.315.552.906 87,79% 

 
Sub Kegiatan Pelaksanaan 
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

338.640.000 297.360.000 87,8% 

3 
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

611.216.820 571.527.000 93,51% 

 
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 
Beserta Atribut Kelengkapannya 

134.983.320 108.225.000 80,18% 

 
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

476.233.500 463.302.000 97,28% 

4 
Kegiatan : Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

433.868.520 357.203.325 82,33% 

 
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

66.912.400 56.699.250 84,74% 

 Sub Kegiatan Penyediaan Barang 52.296.120 51.150.000 97,81% 



 41

Cetakan dan Penggandaan 

 
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan 

6.660.000 3.960.000 59,46% 

 
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

308.000.000 245.394.075 79,67% 

5 
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

21.544.800 19.252.000 89,36% 

 
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

21.544.800 19.252.000 89,36% 

6 
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

1.014.074.758 841.379.554 82,97% 

 
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

86.000.758 64.168.579 74,61% 

 
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 
Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

8.600.000 8.594.500 99,94% 

 
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

919.474.000 768.616.475 83,59% 

7 
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

362.947.500 265.823.185 73,24% 

 

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

40.900.000 35.063.689 85,73% 

 

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

252.047.500 182.876.738 72,56% 

 
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

70.000.000 47.882.758 68,40% 

Program : Perencanaan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah 

2.088.520.691 1.675.772.763 80,24% 

1 
Kegiatan Penyusunan Perencanaan 
dan Pendanaan 

1.278.847.371 1.023.428.359 80,03% 

 
Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, 
Permasalahan, dan Isu Strategis 
Pembangunan Daerah 

5.400.000 5.400.000 100,00% 

 
Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi 
Publik 

53.219.984 35.266.050 66,26% 

 
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan 
Forum SKPD/Lintas SKPD 

88.462.950 67.159.050 75,92% 

 
Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang 
Kabupaten/Kota 

325.745.187 251.334.000 77,16% 

 
Sub Kegiatan Penyiapan Bahan 
Koordinasi Musrenbang Kecamatan 

66.776.500 58.373.000 87,42% 

 
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan 
dan Penetapan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 

739.242.750 605.896.259 81,96% 

2 
Kegiatan Analisis Data dan Informasi 
Pemerintahan Daerah Bidang 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

214.169.590 185.746.725 86,73% 

 
Sub Kegiatan Analisis Data dan 
Informasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

66.566.450 42.850.725 64,37% 
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Sub Kegiatan Penyusunan Profil 
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 

147.603.140 142.896.000 96,81% 

3 
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan 
Pelaporan Bidang Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

595.503.730 466.597.679 78,35% 

 
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan 
Penyusunan Laporan Berkala 
Pelaksanaan Pembangunan Daerah 

595.503.730 466.597.679 78,35% 

Program : Koordinasi Dan Sinkronisasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

3.392.524.049 2.193.801.931 64,67% 

1 
Kegiatan Koordinasi Perencanaan 
Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusi 

1.081.663.981 733.630.300 67,82% 

 

Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring 
dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Pemerintahan 

124.934.530 44.003.600 35,22% 

 

Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Pemerintahan 

392.832.216 334.617.950 85,18% 

 

Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring 
dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Pembangunan Manusia 

133.859.700 50.679.700 37,86% 

 

Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Pembangunan Manusia 

430.037.535 304.329.050 70,77% 

2 
Kegiatan Koordinasi Perencanaan 
Bidang Perekonomian dan SDA 
(Sumber Daya Alam) 

1.226.445.118 889.567.200 72,53% 

 

Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring 
dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Perekonomian 

103.132.125 60.046.700 58,22% 

 

Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Perekonomian 

838.840.435 695.209.290 82,88% 

 

Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring 
dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang SDA 

96.477.918 30.811.250 31,94% 

 

Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang SDA 

187.994.640 103.499.960 55,05% 

3 
Kegiatan Koordinasi Perencanaan 
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 

1.084.414.950 570.604.431 52,62% 

 
Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 

287.359.290 74.182.168 25,82% 

 
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring 
dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 

121.309.640 29.060.800 23,96% 
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Daerah Bidang Infrastruktur 

 

Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Infrastruktur 

342.668.320 239.304.664 69,84% 

 

Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring 
dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Kewilayahan 

96.620.180 50.316.600 52,08% 

 

Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Kewilayahan 

236.457.520 177.740.199 75,17% 

Program : Penelitian Dan Pengembangan 
Daerah 

1.616.633.653 1.084.611.200 67,09% 

1 
Kegiatan Penelitian dan 
Pengembangan Bidang Sosial dan 
Kependudukan 

477.160.000 370.714.100 77,69% 

 
Sub Kegiatan Penelitian dan 
Pengembangan Partisipasi Masyarakat 

477.160.000 370.714.100 77,69% 

2 
Kegiatan Penelitian dan 
Pengembangan Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

1.139.473.653 713.897.100 62,65% 

 
Penelitian dan Pengembangan Badan 
Usaha Milik Daerah 

407.944.573 - 0,00% 

 
Penelitian dan Pengembangan 
Lingkungan Hidup 

389.466.540 380.359.100 97,66% 

 
Penelitian dan Pengembangan Penataan 
Ruang dan Pertanahan 

342.062.540 333.538.000 97,51% 

 JUMLAH 15.069.559.056 11.909.264.668 79,03% 
 

 
Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah pada tahun 2022 sebesar Rp. 11.909.264.668,00 dari total 

anggaran Rp. 15.069.559.056,00 atau 79,03%. Jika dibandingkan dengan 

penyerapan anggaran pada tahun 2021 maka mengalami penurunan sebesar 6,37% 

yaitu pada tahun 2021 dari total anggaran sebesar Rp. 28.365.260.352,00 

terealisasi sebesar Rp 24.235.692.747,00,- atau 85,4%. Penurunan ini disebabkan 

karena terdapat kegiatan yang tidak terlaksana dikarenakan ada beberapa hal 

antara lain:  

1.  Penyesuaian pelaksana kegiatan dengan aturan yang berlaku sehingga 

menyebabkan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat 

dilaksanakan.   

2. Terdapat kekurangan data dukung untuk pelaksanaan penyusunan 

kajian, sehingga penyusunan beberapa kajian tidak dapat dilaksanakan.  
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BAB  IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah  merupakan bentuk pertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Daerah  Didalamnya diinformasikan tentang 

sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh 

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah  pada tahun 2022 dalam 

rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam 

Renstra Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah  2021-2026. 

Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini 

merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam 

menunjang perbaikan kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan 

Daerah  pada tahun-tahun mendatang. 

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada 

tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) 

dikategorikan Sangat Memuaskan karena dari 4 (empat) indikator 

sasaran pencapaiannya dalam kategori Sangat Memuaskan semua.  

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 

11.909.264.668 (79,03%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan 

ada efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian 

penyerapan anggaran. 

 

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN  

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan 

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah masih menghadapi kendala 
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atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target 

yang ditetapkan.dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut : 

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia 

dan penambahan personel yang kompeten sesuai dengan bidang 

di Bappeda  

2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian dan 

pengembangan untuk dijadikan bahan masukan bagi 

pengambilan kebijakan dalam proses perencanaan pembangunan 

daerah 

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan  kendala 

pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya  antara lain : 

1. Dilakukan evaluasi terhadap SOTK serta melakukan peningkatan 

kualitas SDM melalui kegiatan pelatihan maupun bimbingan teknis di 

bidang perencanaan. 

2. Hasil kajian/penelitian dan pengembangan menjadi bahan masukan 

bagi pengambilan kebijakan dalam proses perencanaan 

pembangunan daerah 

Demikian Laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 

yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 

2022 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan 

penyusunan rencana kegiatan tahun 2023 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 






























































































































































